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RINGKASAN 

 

KEWENANGAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS 

 

Muhammad, Ichsan Anwary 

 

       Bedasarkan Pasal 70 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Majelis 

Pengawas Daerah (MPD) berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa 

adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan 

Notaris. Sedangkan berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia 

Pasal 12, Dewan Kehormatan juga diberi kewenangan memeriksa atas dugaan 

pelanggaran ketentuan kode etik Notaris. Kewenangan yang lahir kepada Majelis 

Pengawas Daerah (MPD) adalah perintah Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), 

sedangkan kewenangan yang lahir kepada Dewan Kehormatan adalah perintah 

Anggaran Dasar Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya 

cukup disingkat INI. Maka, kewenangan pemerikasaan dugaan pelanggaran kode etik 

notaris dapat dilakukan oleh alat kelengkapan organisasi yaitu Dewan Kehormatan dan 

Majelis pengawas. 

       Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk menganalisa bagaimana tolak ukur 

pelanggaran kode etik Notaris serta penulis juga ingin mengetahui bagaimana 

kewenangan pemeriksaan pelanggaran kode etik Notaris.  

       Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yang 

merupakan penelitian dengan melakukan cara mengumpulkan dan mempelajari 

peraturan-peraturan yang berlaku dan sumber hukum lain yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian yang diteliti. Yang kemudian disusun secara sistematis, 

dikaji, dan ditarik suatu kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti. 

       Berdasarkan hasil pembahasan, Kode etik notaris lebih mengatur tentang 

pelanggaran moral yakni tentang tingkah laku para notaris demi dirinya sendiri, 

mengatur notaris dengan sesama rekan, notaris dengan masyarakat dan Negara. demi 

menjaga dari persaingan yang tidak sehat, serta menjunjung citra dan martabat para 

notaris. Pelanggaran kode etik notaris dapat diukur ke dalam beberapa kriteria yaitu 

pelanggaran kode etik notaris yang mempunyai unsur pelanggaran pelaksana jabatan 

Notaris (UUJN) yakni pelanggaran kode etik yang sekaligus melanggar ketentuan dalam 

UUJN, pelanggaran kode etik berat yakni pelanggaran yang dapat merugikan 

kepentingan orang lain dan masyarakat secara langsung, serta pelanggaran kode etik 

ringan yang bersifat internal yaitu pelanggaran kode etik yang tidak merugikan 

kepentingan masyarakat secara langsung yakni pelanggaran kode etik yang tidak 

mematuhi atau menghormati displin oraganisasi notaris. 

       Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memeriksa pelanggaran kode etik 

notaris bersifat eksternal yang dapat memeriksa pelanggaran kode etik yang mempunyai 

unsur pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris dan pelanggaran kode etik yang 

dapat dikatakan berat, sedangkan Dewan Kehormatan Notaris bersifat internal yang 

dapat memeriksa pelanggaran kode etik yang bersifat internal atau ringan. Namun 

Majelis Pengawas Daerah (MPD) hanya berwenang untuk memeriksa dugaan adanya 

pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, tidak berwenang 

untuk mengambil keputusan tersebut. Kewenangan pengambilan keputusan tersebut ada 

pada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) serta 



Menteri atas rekomendasi dari Majelis Pengawas Pusat (MPP). Dewan Kehormatan 

Daerah dalam melakukan pemeriksaan kode etik tidak hanya menunggu laporan yang 

masuk, namun bisa memprosesnya apabila menemukan pelanggaran kode etik Notaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

Muhammad1,Ichsan Anwary2 

Kata unci : Kewenangan, Pemeriksaan, Pelanggaran, Kode Etik Notaris. 

 

Tesis ini berjudul "Kewenangan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Notaris" yang ditulis oleh 

Muhammad, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung 

Mangkurat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan yang dimiliki oleh 

Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode 

etik notaris. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Majelis Pengawas Daerah 

memiliki otoritas untuk menyelenggarakan sidang terkait pelanggaran kode etik, sedangkan 

Dewan Kehormatan juga diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan 

Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia. 

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, di mana penulis mengumpulkan 

dan menganalisis peraturan-peraturan serta sumber hukum yang relevan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kode etik notaris lebih menekankan pada pelanggaran moral dan perilaku 

notaris dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran kode etik dapat dikategorikan menjadi 

pelanggaran berat yang merugikan masyarakat, serta pelanggaran ringan yang bersifat internal. 

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap notaris untuk menjaga integritas 

profesi dan melindungi kepentingan masyarakat. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengawasan terhadap notaris sangat penting untuk 

memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan kode etik yang 

berlaku. Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk memeriksa pelanggaran yang bersifat 

eksternal, sementara Dewan Kehormatan menangani pelanggaran internal. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik 

pengawasan profesi notaris di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika 

dalam pelayanan publik. 
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